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ABSTRAK

ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PADA KANTOR DESA SEKOCI KECAMATAN BESITANG
KABUPATEN LANGKAT

Mutia Pramita
Program Studi Akuntansi
Email: mutiapramitaa@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini Kantor Desa Sekoci dalam laporan
keuangannya mengalami terjadinya defisit pada laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, terjadinya peningkatan dan penurunan dalam Rasio
Ekonomis, dan tedapat penurunan Efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan
pembiayaan pemerintahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab
terjadinya Defisit dalam laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
mengetahui dan menganalisis penyebab peningkatan dan penurunan pada Rasio
Ekonomis, untuk mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya Efisiensi
pada Desa Sekoci, dan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan
Kantor Desa Sekoci jika diukur menggunakan Metode Value for Money. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, serta bersumber
dari data sekunder yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa pada tahun 2018 - 2022. Penulis menggunakan metode Value for
Money yang terdiri dari rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam mengukur
kinerja keuangannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Laporan Realisasi
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Desa Sekoci terjadi defisit,
defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.
Pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode Value for Money yang
ditinjau dari rasio ekonomis mengalami penurunan dan peningkatan, tetapi
menunjukan kondisi yang cukup baik dan termasuk kedalam katagori ekonomis.
Hal ini dapat dilihat dari anggaran belanja Kantor Desa Sekoci yang telah
ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Ditinjau dari rasio efisiensi
mengalami penurunan, dan menunjukan kondisi yang kurang efisien. Dikarenakan
besar nya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan dibandingkan dengan
pendapatan desa. Dan ditinjau dari rasio efektivitas berada pada katagori sudah
efektif dan stabil. Hal ini berarti Kantor Desa Sekoci mampu melebihi dan
mendekati target pendapatan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pengukuran Kinerja, Laporan Realisasi
Anggaran, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTING IN MEASURING FINANCIAL
PERFORMANCE AT THE SEKOCI VILLAGE OFFICE, BESITANG SUB-
DISTRICT, LANGKAT DISTRICT

Mutia Pramita
Accounting Study Program
Email: mutiapramitaa@gmail.com

The problem in this study is that the Sekoci Village Office in its financial
reports experienced a deficit in the Realization of the Village Revenue and
Expenditure Budget report, there was an increase and decrease in the Economic
Ratio, and there was a decrease in the efficiency of the local government in
financing its government.

This study aims to find out and analyze the causes of the Deficit in the
Realization of Village Revenue and Expenditure reports, forknow and analyze the
causes of increase and decrease in the ratio Economical, to find out and analyze
the causes of increased efficiency in Sekoci Village, and to find out and analyze
financial performance Sekoci Village Office if measured using the Value for
Money Method. In this study the authors used descriptive research types, as well
as sourced from secondary data seen from the Revenue Budget Realization Report
and Village spending in 2018 - 2022. The author uses the Value for method
Money which consists of economic ratios, efficiency, and effectiveness in
measuring its financial performance.

The results of this study indicate that in the Realization Report of the
Village Income and Expenditures budget at the Sekoci Village Office there is a
deficit, a deficit occurs when the total income is less than the amount of spending.
Measurement of financial performance using the Value for Money method in
terms of economic ratios has decreased and increased, but shows a fairly good
condition and is included in the economic category. This can be seen from the
budget for the Sekoci Village Office which has been determined not to be used up
upon realization. Judging from the efficiency ratio, it has decreased, and shows
conditions that are less efficient. This is due to the large amount of regional
spending spent compared to village income. And in terms of the effectiveness ratio
is in the already category effective and stable. This means that the Sekoci Village
Office is able to exceed and approach the revenue targets that have been set.

Keywords: Financial Performance, Performance Measurement, Budget
Realization Report, Value for Money, Economical, Efficiency, Effectiveness.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik merupakan salah satu instansi pemerintah yang
bertugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat umum berupa pelayanan pada bidang pendidikan, transportasi,
kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum, dan lain
sebagainya. Pada umumnya organisasi sektor publik bisa dikatakan dengan baik
apabila organisasi tersebut dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan mencapai
tujuan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada tingkat
ekonomis, efisien, dan efektif (Khalikussabir 2017).

Tetapi pada kenyataannya, organisasi sektor publik saat ini kerap sekali
dikira oleh publik selaku suatu institusi yang kurang maksimal, kurang produktif,
mutu Kinerja yang rendah, serta sumber dari pemborosan dana. Oleh sebab itu
pula dibutuhkan suatu perkakas ataupun prosedur guna mengukur sesuatu kinerja
institusi pemerintah sehingga bisa diketahui sejauh mana kenaikan mutu Kinerja
sudah dilaksanakan.

Menurut Ardila, Isna (2015) Kinerja keuangan merupakan salah satu isu
yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk
pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis Kkinerja, semua
pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah
secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik

oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja



pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi
terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang
tidak layak secara ekonomi. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai
pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja
keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari
penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), baik dari sisi input, output, outcome, impact, dan benefitnya.

Pengukuran kinerja yakni proses dalam memperkirakan suatu aktivitas
apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sudah
berhasil meraih sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja
pada biasanya diawali dengan penetapan indikator dalam membagikan susuatu
informasi yang membolehkan organisasi sektor publik bisa memonitor kinerjanya
dalam menciptakan suatu output serta outcome untuk publik. Pengukuran Kinerja
pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk
meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk
itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang
baik. (Sinambela and Pohan 2016)

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud,
pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasudkan untuk
membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja,
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan
pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan
keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan

memperbaiki komumikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121).



Salah satu cara dalam penilaian kinerja dapat digunakan dengan cara
menggunakan konsep value for money yaitu melakukan pengukuran/ penilaian
suatu kinerja dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta rasio
efektivitas apakah pada program yang telah dirancang sudah termasuk dalam
kategori yang ekonomis, efisien serta efektivitas. Jika diamati sebenarnya konsep
value for money bukanlah sesuatu yang baru, bahkan value for money merupakan
salah satu prinsip yang sangat penting dalam anggaran kinerja yang tertata dengan
baik.Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public
yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas .

Ekonomi adalah perbandingan input dengan input value dalam satuan nilai
rupiah. Efisiensi adalah perbandingan output dengan input berdasarkan standar
kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah
perbandingan antara outcome (hasil) dengan output (keluaran). Dengan
pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem
kinerja organisasi dan berpusat pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi
dapat dicapai dengan mudah yang diimbangi perkembangan kualitas sumber daya
yang ada. Value for money dalam suatu organisasi dapat tercapai apabila dalam
penggunaan biaya masukan (input) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran
(output) yang optimum dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu.
Pengelolaan semacam ini berorientasi pada kemampuan pemerintah melaksanakan
kebijakan, keputusan, rencana, dalam pelaksanaan program-program yang telah
ditentukan. Value for money diharapkan mampu melakukan evaluasi kinerja yang

baik dengan melihat pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



di setiap tahunnya.

Laporan keuangan tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan keuangan
dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan pengaruh terhadap
peningkatan kinerja (Puspitaningtyas, 2017). Laporan keuangan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) salah  satu

menjadi Laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran
pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.
Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi
sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian
kinerja (Sinambela et al., 2018). Kegunaan analisis kinerja keuangan dalam
Laporan APBDes adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu
periode dengan periode sebelumnya,sehingga dapat diketahui bagaimana
perkembangan kinerja keuangan yang terjadi. Adapun tabel jumlah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada kantor Desa Sekoci pada tahun
2018 - 2022 sebagai berikut :
Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sekoci Tahun 2018 — 2022

Tahun Angaran Realisasi Anggaran Realisasi Belanja SILPA
Pendapatan Pendapatan Belanja
2018 1.371.750.028,00 | 1.372.133.058,00 | 1.351.750.028,00 | 1.330.747.921,50 21.385.136,50
2019 1.476.065.648,00 | 1.478.780.011,00 | 1.498.073.164,50 | 1.389.876.656,00 | 110.910.871,50
2020 1.439.934.543,00 | 1.444.488.133,00 | 1.549.518.459,50 | 1.490.191.344,00 63.880.705,50
2021 1.438.727.000,00 | 1.442.307.037,00 | 1.507.862.592,00 | 1.447.330.174,00 64.112.455,00
2022 1.507.866.864,00 | 1.510.179.620,00 | 1.571.979.319,00 | 1.569.816.376,00 4.475.699,00

Sumber : Bendahara Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat




Berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima di Desa Sekoci Kecamatan
Besitang Kabupaten Langkat tersebut diharapkan dapat benar-benar efektif dan
berdampak signifikan terhadap desa guna mendorong ekonomi yang produktif,
menggerakan industri di Desa serta dapat mengurangi kemiskinan. Namun dari
tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan desa pada tahun 2018 -
2022 mengalami peningkatan dan penurunan yang diikuti dengan peningkatan dan
penurunan yang terjadi pada belanja desa. Dengan adanya peningkatan dan
penurunan tersebut membuat anggaran tidak baik. Bahkan pada tahun 2019 —
2022 belanja desa melebihi dari jumlah pendapatan desa, dimana hal ini berarti
terjadinya defisit dalam anggaran yang artinya pengeluaran lebih besar daripada
pendapatannya. Menurut Mardiasmo (2014) menyatakan bahwa jumlah
pendapatan daerah yang melebihi dari jumlah belanja daerah menunjukkan bahwa
kinerja pemerintah daerah baik, sebaliknya bila jumlah belanja daerah yang
melebihi dari jumlah pendapatan daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah
daerah tidak baik. Terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran pendapatan dengan

anggaran belanja ini membuat pengelolaan dana desa tidak efisien.

Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas kinerja keuangan desa ditentukan dari
pelaporan keuangan desa tersebut apabila pelaporan keuangan dalam
pengelolaannya baik maka akan berdampak terhadap Kkinerja keuangannya.
Ekonomis kinerja keuangan desa ini menggambarkan tingkat kehematan dari
pengeluaran — pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana
pengukuran ini menggunakan data anggaran biaya dan realisasinya. Efesiensi
kinerja keuangan desa ini dapat menggambarkan perbandingan antara biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang



diterima,

sedangkan Efektivitas

Kinerja keuangan desa menggambarkan

kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan dan mengelola dana desa

tersebut.

Adapun tabel pengukuran Value for Money dalam laporan Realisasi

Pendapatan dan Belanja Kantor Desa Sekoci tahun 2018 — 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pengukuran Value for Money

Rasio 2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomis 98,44% 92,77% 96,17% 95,98% 99,86%
Efisieni 96,98% 93,98% 103% 100% 103%
Efektivitas 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
— 2022 ( yang diolah tahun 2023)

Dapat dilihat pada tabel 1.2 Persentase Ekonomis Keuangan Desa Sekoci
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat pada tahun 2018 — 2022 mengalami
perubahan, hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja desa setiap
tahunnya. Dengan semakin besar presentase ekonomis maka Kkinerja keuangan
akan semakin baik (Mahsun 2016). Jika dilihat berdasarkan Kepmendagri
N0.600.900-327 Tahun 1996 rasio ekonomis yang ada pada desa Sekoci sudah
dapat dikategorikan ekonomis rasio keuangannya karena berada di bawah 100%
walaupun pada setiap tahunnya masih mengalami peningkatan dan penurunan
pada rasio ekonomisnya.

Apabila dilihat dari segi Efisiensi, berdasarkan Kepmendagri N0.600.900-

327 Tahun 1996 rasio efisiensi yang terdapat pada Kantor Desa Sekoci




Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat kurang efisien atau berada dibawah
100%. Hal ini menunjukan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih kecil
daripada pendapatan yang direalisasikan. Namun dari data tabel diatas juga
menunjukan pada tahun 2020 sampai 2022 pemerintah daerah mengalami
peningkatan persentase pada rasio efisien, terutama pada tahun 2020 dan 2022
yang mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan persentase pada Rasio
Efisiensi ini berarti terjadi penurunan efisiensi pada Kantor Desa Sekoci.
Penurunan Rasio efisiensi menunjukan bahwa pemerintah belum mampu
melaksanakan otonomi daerah jika dilihat dari peningkatan pendapatan yang
diikuti dengan peningkatan belanja daerah. Karena Semakin kecil efisien berarti
kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mardiasmo, 2009:112).

Dan apabila dilihat dari segi efektivitas, berdasarkan Kepmendagri
N0.600.900-327 Tahun 1996 keuangan Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat pada tahun 2018 — 2022 dinilai sudah efektive dan stabil
dikarenakan berada pada persentase 100% dari tahun ke tahun. Hal ini
disebabkan karena realisasi anggaran pendapatan lebih besar daripada target
pendapatan. Melalui analisis rasio efektivitas ini kita dapat mengetahui seberapa
besar realisasi pendapatan terhadap target seharusnya dicapai oleh periode
tertentu, dengan dilakukannya penargetan atas realisasi pendapatan ini diharapkan
agar mendorong kinerja pemerintah desa Sekoci dalam mencapai penerimaan
pendapatan yang tinggi.

Desa Sekoci juga pernah mengalami keterlambatan dalam penyajian
pelaporan APBDes kepada Bupati/Walikota yang disebabkan sumber daya

manusia yang kurang profesional dalam penyusunan laporan keuangan desa



seperti terlambat memasukkan bukti — bukti atau dokumen yang dibutuhkan
dalam melakukan pencatatan. Yang mengakibatkan Bupati/Walikota dapat
menunda penyaluran dana desa sampai dengan penyampaian realisasi penggunaan
dana desa selesai (Jatmiko 2014).

Tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian laporan pada pihak —
pihak yang membutuhkan karena pihak yang membutuhkan laporan untuk
menghadapi masalah — masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan
pembuatan laporan yang bisa di usahakan secepat — cepatnya di buat dan
disampaikan (Jatmiko 2014). Dan hal ini juga sesuai dengan salah satu asas
pengelolaan dana desa yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
yaitu tertib dan disiplin anggaran.

Kantor Kepala Desa Sekoci Kecamatan Besitang menjadi objek yang akan
diteliti, mengenai pelaporan keuangan dana desa terhadap Kinerja keuangan.
Untuk mengetahui bagaimana pelaporan berdampak terhadap kinerja keuangan
karena semakin baiknya pelaporan keuangan dalam pengelolaan dana desa yang
ada maka semakin transparan dan efisien dalam menekan laju pengeluarannya,
menjadikan kinerja keuangan dari desa Sekoci bisa dikatakan ekonomis kinerja
keuangannya.

Berdasarkan penelitian oleh Debby Tamara Enre (2020) tentang Analisis
Value for Money Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan (Periode
2014-2018) disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Kota
Medan selama tahun 2014-2018 belum ekonomis karena memiliki rata-rata rasio
ekonomis yaitu 79% dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi

efisiensi kurang efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 99,71% .



Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,49% yang mana
berada dalam kategori cukup efektif.
Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Rizky
Putra Hutagalung (2021) tentang Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan
Metode Value for Money pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
disimpulkan bahwa kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
berdasarkan metode Value for Money rasio ekonomisnya dalam kondisi tidak baik
begitu jugak rasio efisiensi dan efektivitasnya yang belum tepat guna dan masih
banyak yg belum terealisasikan.
Berdasarkan dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengambil
judul penelitian yaitu “Analisis Pelaporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja
Keuangan Pada Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat”.
1.2 ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka

penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Ada terjadinya defisit pada laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan
belanja desa.

2. Ada terjadinya peningkatan dan penurunan dalam Rasio Ekonomis.

3. Ada terdapat penurunan Efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan
pembiayaan pemerintahannya.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka
dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan

lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini
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menitik beratkan pada “ Penilaian kinerja keuangan pada Kantor Desa Sekoci
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat selama kurun waktu 5 tahun yang dapat
dilihat dari laporan Realisasi Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018
— 2022 dengan menggunakan metode Value For Money yang terdiri dari Rasio
Ekonomis, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas”.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini :
1. Mengapa terjadi Defisit dalam laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Desa?
2. Apakah penyebab terjadinya peningkatan dan penurunan dalam Rasio
Ekonomis?
3. Apakah penyebab menurunnya Efisiensi pada Kantor Desa Sekoci?
4. Bagaimana kinerja keuangan Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten
Langkat jika diukur menggunakan metode Value for Money?
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak
dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Defisit dalam
laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab peningkatan dan penurunan
pada Rasio Ekonomis.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya Efisiensi pada

Desa Sekoci.
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci
jika diukur menggunakan Metode Value for Money.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai pihak lain :
1. Manfaat Teoritis
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan
dengan kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Manfaat Praktis
1) Bagi Penulis
Penelitian ini digunakan penulis dalam menerapkan ilmu yang
didapat dalam bangku perkuliahan serta menambah wawasan
pengetahuan mengenai bagaimana Pelaporan keuangan dalam menilai
kinerja keuangan desa.
2) Bagi Desa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
masukan untuk memperoleh gambaran desa dalam menentukan arah
dan strategi pada saat mengelola dana desa untuk memperbaiki kinerja
keuangan pemerintah desa ditahun yang akan datang.
3) Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau
sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk para pembaca yang

nantinya akan melakukan penelitian dibidang yang sama.



BAB |1

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Sumpeno (2015:213)
adalah “Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan
peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk
mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Nurcholis (2011:85) mengemukakan
bahwa APBDes adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat
perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana
pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”. Pemerintah desa
setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan
terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa.
Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka
menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011:84).

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan
Sumpeno (2015:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan,

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD

12
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kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam
APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu dalam UU
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang
berasal dari alokasi APBN vyang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa.
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik,
pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap
tahun dan dituangkan dalam APBDes. Sehingga pemerintah desa wajib membuat
APBDes, sebab melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai
program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian,
kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan
perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan
anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa
tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan
pelayanan publik.

Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan
memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang
tersedia dan yang dipergunakan. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan
memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Hal tersebut
bermaksud agar anggaran desa dipergunakan secara seimbangberdasarkan prinsip
pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta cita-cita good governance.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan rencana
keuangan desa dalam periode satu tahun yang di dalamnya memuat pendapatan,
belanja, dan pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa dan disetujui oleh

badan permusyawatan desa. APBDes juga merupakan wujud pertanggungjawaban
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dari aparatur desa kepada masyarakat karena di dalam APBDes memuat informasi

tentang segala aktivitas dan kegiatan desa dimana aktivitas serta kegiatan desa

tersebut dibiayai oleh dana desa. Dengan demikian, aparatur desa harus memiliki

kinerja yang baik dalam pengelolaan APBDes sehingga dapat meningkatkan

pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Beberapa fungsi APBDes menurut Yuliansyah (2015) bahwa :

1. Fungsi otorisasi. APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan
sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Desa pada tahun
yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik
sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki
konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja,
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian Desa.

5. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatuhan masyarakat.

6. Fungsi akuntabilitas. APBDes memberi landasan penilaian Kkinerja
Pemerintah Desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan

keuangan Pemerintah Desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban



Pemerintah Desa kepada publik.
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2.1.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tabel 2.1

Contoh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAPORAN REALISASI APBDES
PEMERINTAH DESA SEKOCI
KECAMATAN BESITANG
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN Ref. ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH
(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer 1.453.466.000,00 1.443.468.000,00 0,00
Dana Desa 898.136.000,00 896.136.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 21.259.000,00 21.259.000,00 0,00
Alokasi Dana Desa 534.073.000,00 534.073.000,00 0,00
Pendapatan lain — lain 54.398.864,00 56.711.620,00 2.312.756,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.507.866.864,00 1.510.179.620,00 2.312.756,00
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 621.075.944,50 619.430.436,00 1.645.508,50
Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 342.625.944,50 342.815.940,00 9.460,00
Bidang Pembinaan Masyarakat 124.461.974,50 124.454.000,00 7.974,50
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 47.000.000,00 46.500.000,00 500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana 436.616.000,00 436.616.000,00 0,00
Darurat dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA 1.571.979.319,00 1.569.816.376,00 2.162.943,00
SURPLUS/(DEFISIT) (64.112.455,00) (59.636.756,00) (4.475.699,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 64.112.455,00 64.112.455,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 64.112.455,00 64.112.455,00 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 4.475.699,00 (4.475.699,00)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 komponen anggaran

tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi

semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa

dapat berasal dari:
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a. Pendapatan asli desa (PAD)

1) Hasil usaha desa yaitu hasil yang berasal dari usaha desa. Misalnya hasil
BUMDes, tanah kas desa.

2) Hasil Aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan asset desa. Misalnya
tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan
irigasi.

3) Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer Desa
Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas:

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan,
pelaksanaan ~ pembangunan,  pembinaan = kemasyarakatan, = dan
pemberdayaan masyarakat. Dana ini diberikan dalam bentuk transfer ke
daerah dan desa untuk membiayai program pembangunan desa dan
kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan
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secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

2) Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah.

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah
adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah.
Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan
bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak. DBH
Pajak meliputi:

a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)
b. DBH Pajak penghasilan (DBH-PPh)
c. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh
kabupaten untuk desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana
Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling
sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah
keuangan untuk desa dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini
bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa

penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah
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daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan
pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam
rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak
diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak
30%.
c. Pendapatan Lain-Lain
Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa
uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan
perusahaan yang berlokasi di desa.
2. Belanja Desa
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang
tidak akan diperolen pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor
43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (> 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa.

b. Paling banyak 30% (< 30%) dari jumlah anggaran belanja desa

digunakan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan
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perangkat desa, Operasional pemerintah desa, Tunjangan dan operasional
Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun
Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT
dan RW.
Belanja desa terdiri dari:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai
(penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjagan BPD).

2) Operasional perkantoran terdiri dari:

Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor,
benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa
kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman rapat, pakaian dinas dana atributnya, perjalanan dinas, upah
kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa,
opersional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk
opersional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian
barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk
pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan
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penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk
pembangunan desa, contohnya yaitu:
1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan desa antara lain:
a) Tambatan perahu
b) Jalan pemukiman
c) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; Juklak
Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa 54
d) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
e) Lingkungan permukiman masyarakat desa
f) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain:
a) Air bersih berskala desa
b) Sanitasi lingkungan
c) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara lain:
a) Taman bacaan masyarakat
b) Pendidikan anak usia dini

c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
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e)
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Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai

kondisi desa.

4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara

lain:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
k)

1)

Pasar desa

Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
Penguatan permodalan BUM Desa
Pembibitan tanaman pangan

Penggilingan padi

Lumbung desa

Pembukaan lahan pertanian

Pengelolaan usaha hutan desa

Kolam ikan dan pembenihan ikan

Kapal penangkap ikan

Cold storage (gudang pendingin)

Tempat pelelangan ikan; Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan

Desa 55

m) Tambak garam

n)
0)
p)

a)

Kandang ternak
Instalasi biogas
Mesin pakan ternak

Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
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5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a) Penghijauan
b) Pembuatan terasering
c) Pemeliharaan hutan bakau
d) Perlindungan mata air
e) Pembersihan daerah aliran sungai
f) Perlindungan terumbu karang
g) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa,
misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk
kegiatan taruna. Contohnya:
1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
3) Pembinaan kerukunan umat beragama
4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
5) Pembinaan lembaga adat
6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
7) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa,
misalnya pendanaan untuk:
1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

2) Pelatihan teknologi tepat guna
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3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat

desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa

4) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
k)

e. Bidang

Kader pemberdayaan masyarakat desa
Kelompok usaha ekonomi produktif
Kelompok perempuan

Kelompok tani

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa 56
Kelompok masyarakat miskin

Kelompok nelayan

Kelompok pengrajin

Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
Kelompok pemuda

Kelompok lain sesuai kondisi desa.

Belanja Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan

dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya

kegiatan sosial bencana.

. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa

berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
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Pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari:
1) Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
SILPA antara lain berupa pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk:
e Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil dari pada realisasi belanja
e Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan
e Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan
b) Pencairan Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Hasil Penjualan
Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan

hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
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2) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
a) Pembentukan Dana Cadangan
Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk
mendanai  kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
b) Penyertaan Modal Desa
Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (
Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal
ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD (Badan
Permusyawaratan Daerah) setelah ada ketetapan peraturan desa.
Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaraan pembiayaan dan
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang
diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2.1.2 Kinerja Keuangan
2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan adalah gambaran pencapaian
pelaksanaan/program/kebijaksanan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, vVisi,
misi,suatu organisasi. Menurut (Hafsah 2017) Kinerja keuangan suatu perusahaan

dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan yang telah
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tersedia. Dengan menganalisis laporan keuangan, kondisi perkembangan financial
perusahaan akan dapat diketahui, baik di masa lalu maupun untuk waktu yang
akan datang. Kinerja keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan
pengelolaan keuangan dan hasil operasi perusahan.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran Kinerja yang menggunakan
indikator keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat
penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak
diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk
mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat
memperhatikan efektivitas, efesiensi dan ekonomis. (Ardila, Isna 2015)

Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi.
Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan
untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud,
pertama untuk memperbaiki Kkinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan
untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran, kedua untuk
mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, yang ketiga untuk
mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi
(Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N.: 2018)

Menurut Lesmana, S dkk (2017) menyatakan bahwa evaluasi kinerja
keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan. Dimana
analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan
keuangan. Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan dan pihak yang

berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan pihak yang
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berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan akan menunjukkan kondisi
sehat atau tidaknya suatu perusahaan.

Pengukuran kinerja ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas
organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik
tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (konsep Value For
Money). Artinya, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakkan pemerintah harus
berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik sesuai dengan tuntutan
publik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Halim, 2013: 128).

Dari berbagai pengertian diatas mengenai pengukuran kinerja dapat
disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja merupakan evaluasi atau penilaian
terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi sector publik yang
telah ditetapkan sebelumnya, yang nantinya dapat dijadikan acuan pencapaian
pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran Kinerja yang
dilakukan oleh periode sebelumnya.
2.1.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan umum pengukuran kinerja adalah mendorong para pegawai agar
bisa memenuhi target perusahaan dan mengikuti standar perilaku yang diputuskan
sebelumnya. Sedangkan Menurut Mulyadi (2010:35), tujuan pengukuran Kinerja
keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dan memenuhi standar perilaku
yang telah ditetapkan sebelumnya agar mendapatkan tindakan dan hasil yang
diinginkan:  Mahmudi  (2010:14) mengidentifikasi tujuan dilakukannya

pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yaitu:
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Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai

Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya

Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan
pemberian reward dan punishment

Motivasi pengawai

Menciptakan akuntabilitas

2.1.2.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Manfaat disusunnya pengukuran Kinerja bagi organisasi pemerintah

Mardiasmo (2009:122) adalah :

1.

Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
Kinerja manajemen.

Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk  memonitor dan  mengevaluasi  pencapaian  kinerja  dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kreatif
untuk memperbaiki kinerja.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (Reward and
punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

Sebagai alat komunikasi antara bahawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
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Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud,

adalah sebagai berikut :

1.

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu
memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya,
hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu
memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya,
hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
Ukuran kinjera sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya
dan pembuatan kinerja.

Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas

publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.2.4 Kelebihan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2010:122), Kelebihan dalam pengukuran kinerja

adalah sebagai berikut:

1.

Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
kinerja.

Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pinjaman dalam rangka
memperbaiki kinerja keuangan organisasi.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.
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5. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

6. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan
dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki
Kinerja.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
pemerintah desa. Dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara
benar dan tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut standar akuntansi
tahun 2002 tentang laporan keuangan berdasarkan dampak keuangan dari
transaksi dan peristiwa lain dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar
menurut Kkarakteristik ekonominya. Laporan keuangan merupakan unsur
kelompok besar yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi
keuangan (neraca) yaitu kewajiban, ekuitas dan aktiva. Sedangkan unsur yang
berkaitan dengan pengukuran kinerja laba rugi yaitu beban dan penghasilan.
Menurut Dahrani & Muhammad Basri (2017) Bagi perusahaan laporan keuangan
merupakan mekanisme yang penting bagi manager untuk berkomunikasi dengan
investor luar.

Secara sederhana laporan keuangan yaitu laporan yang memperlihatkan
kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Menurut Kasmir (2011:7) Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur
dimana suatu perusahaan dapat melihat kondisi kinerja keuangan di dalam

perusahaannya.
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Menurut Jumingan (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan pada

dasarnya merupakan hasil refleksi dan ringkasan dari sekian banyak yang terjadi

dalam suatu perusahaan. Dengan adanya peristiwa dan transaksi yang bersifat

keuangan dicatat, digolongkan lalu kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai

tujuan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara lebih rinci Kasmir (2018:11) mengungkapkan bahwa laporan

keuangan bertujuan untuk :

1.

Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki
perusahaan pada saat ini.

Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang
dimiliki perusahaan pada saat ini.

Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh
pada suatu periode tertentu.

Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya Yang
dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap
aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.

Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu
periode.

Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Ditinjau dari jenis-jenis laporan keuangan terdapat berbagai jenis laporan

keuangan di antarannya yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal,

laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.
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2.1.3.3 Fungsi Laporan Keuangan
Laporan keuangan itu manajemen memperoleh banyak informasi yang
bermanfaat untuk :
1. Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap
kebijaksanaankebijaksanaan yang di anggap perlu.
2. Mengorganisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas
dalam perusahaan.
3. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan/aktivitas sehari-hari dalam
perusahaan.
4. Mempelajari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan.
5. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.
2.1.4 Analisis Laporan Keuangan
2.1.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Menurut Kasmir (2011:66) dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan
menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan,
serta dengan menggunakan prosedur akuntan yang tepat dan benar agar dapat
melihat kondisi keuangan dan posisi keuangan. Dari hasil analisis laporan
keuangan akan dapat mengetahui kelemahan serta kekuatan dari perusahaan. Jika
suatu perusahaan telah mengetahui kelemahan serta kekuatan dari perusahaannya
maka selanjutnya akan melakukan strategi untuk memperbaiki kelemahan dari
perusahaannya dan kekuataan perusahaan tetap dipertahankan atau ditingkatkan.
Dalam analisis laporan keuangan diperlukan pula metode dan teknik yang akurat

agar hasil yang diinginkan benar-benar tepat.
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2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan

Keuangan (2018:68) memaparkan ada beberapa tujuan dan manfaat analisis

laporan keuangan antara lain:

1.

Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu,
baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk
beberapa periode.

Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan
perusahaan.

Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan kedepan
yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu
penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang
hasil yang mereka capai.

Dalam pelaksanaan pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa

secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara

terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif

berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu keuangan desa

harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan

pemerintah.
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2.1.5 Value For Money
2.1.5.1 Pengertian Value For Money

Menurut Mahmudi (2015), value for money adalah konsep dalam
organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai
uang. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk
mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan
organisasi. . Salah satu tuntutan hidup terhadap organisasi sektor publik adalah
adanya perhatian terhadap value for money dalam aktivitas organisasi sector
publik.

Ritonga P (2021:32) Value For Money merupakan konsep pengelolaan
organisasi sector public yang mendasarkan pada tiga elemen utama vyaitu
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
2.1.5.2 Tujuan Value For Money

Tujuan pelaksanaan value for money adalah, ekonomi; hemat yang guna
dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas; berhasil guna mencapai tujuan dan
sasaran. Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money
adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang
diberikan tempat sasaran.

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan
terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

5. Meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai akar pelaksanaan
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akuntabilitas publik.
2.1.5.3 Indikator Value For Money
Menurut Ritonga P (2021) menyatakan bahwa indikator VValue For Money
adalah:
1. Ekonomis
2. Efisiensi
3. Efektivitas
Berikut merupakan penjelasan dari indikator diatas sebagai berikut:
1. Ekonomis
Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan Kkualitas dan
kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Menurut Ritonga P (2021:32)
Ekonomi merupakan perbandingan dengan input value yang dinyatakan
dalam satuan monete rekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sector
public dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Menurut Mahmudi

(2015) Rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

Realisasi Biaya

X 100%

Rasio Ekonomis = :
Anggaran Biaya

Contoh perhitungan dalam rasio ekonomis adalah sebagai berikut :

. . . ,5
Tahun 2018 = 3274792150 10005 = 98,44%
1.351.750.028,00

Hal ini berarti kinerja keuangannya sudah termasuk katagori
Ekonomis karena berada pada persentase 98,44% dan terjadi selisih sebesar

1,56% untuk mencapai persentase 100%.
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Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat
rasio ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat
menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran
rasio ekonomis.

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Ekonomis Metode Value for Money

Persentase Nilai Kinerja Kriteria
100% - Keatas Sangat Ekonomis

90% - 100% Ekonomis
80% - 90% Cukup Ekonomis
60% - 80% Kurang Ekonomis
Kurang dari 60% Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

2. Efisiensi
Pengertian efisiensi berhubungan dengan pencapaian output yang
maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk
mencapai output tertentu. Menurut Ritonga P (2021:32) Efisiensi merupakan
perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target

yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi dirumuskan dengan :

Realisasi Biaya

Rasio Efisiensi = X 100%

Realisasi Pendapatan

Contoh perhitungan dalam rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

1.330.747.921,50
1.372.133.058,00

Rasio Efisiensi =

X 100% = 96,98%
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Hal ini berarti kinerja keuangannya termasuk pada katagori kurang
Efisien karena berada pada persentase 96,98% dan terjadi selisih sebesar

16,98% untuk mencapai persentase 80% agar mencapai katagori efisiensi.

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat
rasio efisiensi dari perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan
formula rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi.

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value for Money

Persentase Nilai Kinerja Kriteria
100% - Keatas Tidak Efisien
90% - 100% Kurang Efisien
80% - 90% Cukup Efisien

60% - 80% Efisien
Kurang dari 60% Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

3. Efektivitas
Pengertian efktivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program
dengan target yang ditetapkan. Menurut Ritonga P (2021:32)Secara sederhana
efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Semangkin
besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapain tujuan atau
sasaran yang ditentukan, maka semangkin efektif proses kerja suatu unit

organisasi.
Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas

adalah rasio Efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara
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realisasi pendapat dengan targetnya. Rasio Efektivitas di rumuskan dengan :

Realisasi Pendapatan

Rasio Efektivitas = X 100%

Target Pendapatan

Contoh perhitungan dalam rasio Efektivitas adalah sebagai berikut:

1.372.133.058,00
1.371.750.028,00

Rasio Efektivitas = X 100% = 100%

Hal ini berarti kinerja keuangannya sudah termasuk katagori Efektiv

karena berada pada persentase 100% .

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan
mengunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.
Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Efektivitas Metode Value for Money

Persentase Nilai Kinerja Kriteria
100% - Keatas Sangat Efektivitas
90% - 100% Efektivitas

80% - 90% Cukup Efektifitas
60% - 80% Kurang Efektivitas
Kurang dari 60% Tidak Efektivitas

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996
2.1.5.4 Manfaat Value For Money
Penerapan konsep value for money dalam pengukuran kinerja keuangan
pada pemerintahan tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri
maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan value for
money pada organisasi sektor publik yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi
dalam sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam

mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009:103).
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Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi value for
money adalah :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang
diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

Menurunnya biaya pelayanan publik Kinerja, inefisiensi dan terjadinya
penghambatan dalam penggunaan input.Alokasi belanja lebih berorientasi pada
kepentingan publik.Meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai alat
pelaksanaan akuntabilitas publik. Dari berbagai manfaat yang disebutkan diatas,
dapat disimpulkan bahwa penerapan value for money dalam pengkuruan Kinerja
sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan
pada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga tercipta mutu
pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber dana ekonomis dan efisien.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Sekoci Kecamatan
Besitang Kabupaten Langkat yang mana penelitian ini juga pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya dengan tempat waktu dan pembahasan yang sedikit berbeda
yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Penelitian Terdahulu

No Nama Jurnal/Judul Pendekatan Hasil Penelitian
Penelitian
1 | Sri Kurnia | Analisis Kinerja Keuangan Deskriptif Hasil dari penelitian ini
(2016) Dengan Menggunakan tingkat ekonomis yang ada
Metode Value For Money dikatakan ekonomis karena
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Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah

Kota Palembang

rasio berada antara 90%-
100%, tingkat efisiensi
untuk tahun 2012-2014
dikatakan kurang efisien
sedangkan tingkat untuk
efektivitasnya
dikategorikan sangat
efektiv dikarenkan rasio

efektivitasnya berada pada

90%- 100%.

Nurlayli Analisis Penerapan Deskriptif Hasil peneliitian
Maghfiroh Pengukuran ~ Value  For menunjukkan bahwa
(2020) Money  Pada  APBDes kinerja keuangan
Dalam  Menilai  Kinerja pemerintah desa parengan
Keuangan Pemerintah Desa dari segi ekonomis sudah
Parengan Kabupaten termasuk kedalam kategori
Mojokerto. ekonomis karena berada
pada presentase 100%,
namun dalam rasio
efisiensi termasuk kedalam
kategori yang tidak efisien
sedangkan untuk rasio
efektivitas pada desa ini
sudah termasuk Kkedalam
kategori efektiv.
(Risal, 2020) Analisis Laporan Keuangan kuantitatif Berdasarkan analisis
Dalam Mengukur Kinerja perhitungan rasio

Keuangan Pada Koperasi

Unit Desa (Kud) Integrasi

likuiditas, solvabilitas dan

rentabilitas, dikatakan
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Karya Makmur Di Desa
Kepenuhan Barat
Kecamatan Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu

kinerja keuangan Koperasi
Unit Desa (KUD) Integrasi
Makmur

Karya perlu

ditingkatkan lagi.

(Rizqi
Damayanti,

2021)

&

Analisis Laporan Keuangan
Dalam Mengukur Kinerja
Keuangan PT Pembangun an
Perumahan Tbk Periode

2015-2019

kuantitatif

kualitatif

dan

Kinerja keuangan PT PP

(Persero) Tbk  periode

2015-2019  menunjukan
hasil yang tinggi yaitu:
dengan nilai 45% untuk
rasio yang berada diatas
rata-rata rasio industri,
nilai 8% untuk rasio yang
berada sesuai dengan rata-
rata industri dan nilai 35%
untuk rasio yang berada
rasio

dibawah ratarata

industri. Dengan hasil
penelitian tersebut setelah
dihitung dan dijumlah total
11 analisis rasio PT PP
(Persero) Tbk periode
2015- 2019 berada pada
angka 8 yang berarti
kinerja keuangan
perusahaan tersebut berada
pada

tingkat sangat

memuaskan.

Rizky

Hutagalung

Putra

Analisis Pengukuran Kinerja

Menggunakan Metode Value

Kualitatif

Hasil penelitian ini

menujukkan bahwa kinerja
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(2021) For Money Pada Dinas keuangan dinas lingkungan
Lingkungan Hidup Kota hidup kota medan
Medan berdasarkan hasil analisis

menggunakan metode
value for money rasio
ekonomisnya dalam
kondisi tidak baik begitu
jugak rasio efisiensi dan

efektivitasnya yang belum

tepat guna dan
banyak  yang

terealisasikan.

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Sukma Lesmana, dkk (2020:142) menyatakan bahwa kerangka konseptual
dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Hal ini disebabkan
struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang
didasarkan pada proses penalaran logis. Teori merupakan proses pemikiran
menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi
dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru.

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting terkait dengan
berjalannya perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari
laporan keuangan suatu perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan
keuangan perusahaan tersebut. Banyak alat analisis yang dapat digunakan untuk
menilai kinerja keuangan, salah satu alat analisis yang dapat dilakukan untuk

menilai kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode
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pendekatan Value for Money .

Dari laporan keuangan perusahaan, kita dapat memperoleh informasi
tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas perusahaan dan informasi —
informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang
digunakan untuk menganalisis Value for Money adalah laporan Anggaran dan
Realisasi Dana Desa Sekoci pada tahun 2018 - 2022. Laporan ini digunakan untuk
menghitung rasio Ekonomis , Efisien, dan Efektivitas kinerja dalam pelaporan
keuangan.

Untuk mempermudah kegiatan penelitian serta memperjelas akar dari
penelitian yang akan dilakukan, digambarkan suatu kerangka konsep atau
pemikiran secara skematis terhadap rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang
menggambarkan kinerja keuangan pada Desa Sekoci dan diukur menggunakan
value for money dalam pendapatan dan belanja desa yang dapat dilihat pada

gambar berikut ini.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Kantor Desa Sekoci

Laporan Keuangan Realisasi
APBDes Tahun 2018-2022

Pengukuran Kinerja

Value For Money

Ekonomis

\

Efisiensi

Efektivitas

Kinerja Keuangan
Pemerintah Desa Sekoci
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif.
Menurut Hanum, Z (2015) Penelitian Deskripstif yaitu penelitian yang berusaha
menuturkan masalah yang ada sekarang dengan cara menyusun data,
dikelompokan, kemudian diinterpretasikan sehingga diperbolehkan gambaran
yang sebenarnya tentang kondisi dari gambaran. Dalam penelitian ini, peneliti
mencoba menganalisis pelaporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan
pada Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
3.2 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2017) Operasional variabel adalah segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya. Operasional
variabel ini sangat diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari varibel —
variabel yang terkait dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai
berikut:
3.2.1 Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan terdiri dari berbagai proses

45
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laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,
laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi akan penjelasan
yang termasuk bagian suatu integral dari laporan keuangan. Indikatornya yaitu
laporan keuangan Realisasi Pelaksanaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) di kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
Tahun 2018-2022.
3.2.2 Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan adalah gambaran pelaksanaan/program/kebijaksanan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi,suatu organisasi. Kinerja keuangan
adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis
kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu
dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang
mewakili realitas entitas dan potensi — potensi kinerja yang akan berlanjut
(Bastian 2010).
3.2.3 Value for Money

Menurut Ardila, Isna (2015:78) Value For Money adalah suatu konsep
untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau
dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai
tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Konsep value for money
merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efesiensi kinerja
program, kegiatan dan organisasi. Konsep value for money adalah konsep yang
penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti
dari pengukuran kinerja sektor publik. Menurut (Mahmudi, 2007) dalam Halim

dan Kusufi (2013:132) VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap
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nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan
sebagaimana mestinya. Adapun rasio pengukuran dalam Value for Money adalah
sebagai berikut :
a. Rasio ekonomis merupakan pengukuran tingkat kehematan dari
pengeluaranpengeluaran yang dilakukan oleh organisasi public, dimana
pengukuran tersebut memerlukan data anggaran dan realisasinya. Menurut

Mahmudi (2015) Rumus rasio ekonomis daerah adalah sebagai berikut

Realisasi Biaya

Rasio Ekonomis = X 100%

Anggaran Biaya

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Ekonomis Metode Value for Money

Persentase Nilai Kinerja Kriteria
100% - Keatas Sangat Ekonomis

90% - 100% Ekonomis
80% - 90% Cukup Ekonomis
60% - 80% Kurang Ekonomis
Kurang dari 60% Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

b. Rasio Efisiensi adalah pengukuran Kkinerja yang dihitung berdasarkan
presentasi biaya yang dikeluarkan dibagi dengan realisasi penerimaan yang
diperoleh. Menurut Mahmudi (2015:111) tingkat efisiensi diukur dengan cara
membandingkan realisasi belanja dengan pendapatan yang dihasilkan sebagai

berikut:
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Realisasi Biaya

X 100%

Rasio Efisiensi = ——
Realisasi Pendapatan

Tabel 3.2

Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value for Money

Persentase Nilai Kinerja

Kriteria

100% - Keatas

Tidak Efisien

90% - 100%

Kurang Efisien

80% - 90%

Cukup Efisien

60% - 80%

Efisien

Kurang dari 60%

Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

. Rasio Efektivitas adalah kemampuan organisasi sektor publik dalam menilai
kinerja realisasi pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan sudah
dianggarkan. Menurut Mahmudi (2015:111) tingkat efektivitas diukur dengan
cara membandingkan realisasi fisik/non fisik dengan target realisasi fisik yang

ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan

Rasio Efektivitas = X 100%

Target Pendapatan

Tabel 3.3

Kriteria Penilaian Efektivitas Metode Value for Money

Persentase Nilai Kinerja Kriteria

100% - Keatas

Sangat Efektivitas

90% - 100%

Efektivitas

80% - 90%

Cukup Efektifitas

60% - 80%

Kurang Efektivitas

Kurang dari 60%

Tidak Efektivitas

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian
3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat.
3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan
selesai dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.4

Rencana Jadwal Penelitian

NO Aktivitas Penelitian Waktu

1 Pengajuan Judul 7 — 13 Januari 2023

2 Penyusunan Proposal 15 januari — 5 Februari 2023
3 Bimbingan Proposal 7 Februari — 24 Mei 2023

4 Seminar Proposal 15 Juni 2023

5 Pengumpulan Data 17 Juni - 20 Juni 2023

6 Pengolahan Data & Analisis Data 22 Juni — 30 Juni 2023

7 Penulisan Skripsi 1 Juli — 15 juli 2023
8 Bimbingan Skripsi 17 Juli — 28 Juli 2023
9 Sidang Meja Hijau 28 Agustus 2023

3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian menggunakan data yang berasal dari dokumen
laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018-

2023 pada Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
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3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data
sekunder yaitu data yang sudah diolah yang diperoleh dari perusahaan yang
diteliti. Data sekunder pada penelitian ini berupa data hasil dokumentasi atas
laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018-2022 pada
Kantor Desa Sekoci.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah menggunakan teknik dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara
mencari, melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa catatan maupun dokumen-
dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek
penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengambil data
laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018-
2022.
3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dilakukan
dengan cara menganalisis, menggambarkan, serta menjelaskan data yang
diperolen mengenai perusahaan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang
digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data-data keuangan yang berhubungan dengan penelitian

seperti data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) tahun 2018-2022.
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Melakukan penilaian kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci dengan
menggunakan metode Value for Money yang terdiri dari rasio Ekonomis,
Efisiensi, dan Efektivitas

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sekoci

Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat memiliki luas
Wilayah 6284,10 ha dan berada pada 35 meter di atas permukaan laut dengan
curah hujan 2000 mm/Tahun, dalam suhu rata-rata harian 30-350C. Nama
SEKOCI sendiri diambil dari temuan perhiasan Emas Se GUCI (sato guci) yang
ditemukan disebuah Kuburan zaman yaitu kuburan/makam DATUK KARIM
yang terletak di tepi sungai besitang dan sungai besitang tersebut membagi Desa
Sekoci menjadi Dua, kuburan/makam Datok Karim tersebut termasuk dalam 40
Keramat Besitang. Karena semakin banyak orang orang yang masuk kedaerah ini
yang didominasi oleh suku Jawa, dimana dalam pengucapan Huruf "G" pada suku
Jawa diberi tekanan maka akhirnya SEGUCI menjadi SEKOCI. Adapun batasan—
batasan dari Desa Sekoci Kecamatan Besitang adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Pekan Besitang, Kec. Besitang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa PIR ADB, Kec. Besitang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Kampung Lama, Kec. Besitang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Tualang, Kec. Brandan Barat

Kantor Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi

Sumatera Utara mempunyai visi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu :

“ Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik Guna Terwujudnya
Kehidupan Masyarakat Desa Sekoci yang Berakhlag Mulia, Adil, Makmur dan

Sejahtera “
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Dan untuk merealisasikan visi Kantor Desa Sekoci tersebut diperlukan
suatu perencanaan program atau kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan.
Oleh sebab itu, Kantor Desa Sekoci mempunyai misi sebagai berikut:

1.Mengajak warga berpatisipasi untuk ikut serta mengawasi kegiatan
penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Bertekad memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap warga dari
gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.

3. Memelihara dan mengoptimalkan sumber daya alam guna meningkatkan
perekonomian desa.

4. Mendorong dan memberikan masukan kepada pengelolaan BUMDES untuk
berupaya optimal mendapatkan profit (keuntungan) dalam menjalankan
Badan Usaha namun tetap harus membawa benefit (manfaat) bagi masyarakat
Desa.

5. Mengaktifkan dan memfasilitaskan pembangunan sarana olahraga khususnya
untuk generasi muda sebagai konkrit pencegahan terhadap bahaya
penyalagunaan narkoba.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya memberikan
pelayanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu secara ekonomi.

7. Meningkatkan Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Kenyamanan Desa.

Dengan adanya visi dan misi Kantor Desa Sekoci menunjukkan bahwa
Kantor Desa Sekoci menjadi organisasi dengan sistem anggaran kinerja. Menurut
Mardiasmo (2013), sistem anggaran Kinerja merupakan sistem anggaran yang

mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur Kinerja sebagai
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instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Penganggaran merupakan suatu kegiatan mengalokasikan sumber daya
keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja yang cenderung tidak terbatas.
Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan
dalam satuan moneter sekaligus sebagai alat pengendalian. Anggaran dengan
pendekatan Kkinerja sangat menekankan pada konsep Value for Money atau
pengawasan atas kinerja output. Value for Money merupakan inti dalam
pengukuran Kinerja pada organisasi pemerintah. Pengembangan indikator kinerja
mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas
program dan kegiatan atau sering disebut dengan 3E.

4.1.2 Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 — 2022. Menurut Nurcholis (2011:85)
mengemukakan bahwa APBDes adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun
yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan
rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa
dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.
APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan
tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan
diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang
disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis,
2011:84). Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi dan target anggaran

dalam tahun 2018 sampai 2023, Laporan Realisasi Anggarannya sebagai berikut:



Tabel 4.1

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Sekoci

Tahun 2018 dan 2019
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Uraian 2018 2019
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah 4.545.028,00 4.928.058,00 - -
Pendapatan Transfer 1.366.405.000,00 | 1.366.405.000,00 | 1.472.143.000,00 | 1.472.143.000,00
Dana Desa 730.435.000,00 | 730.435.000,00 | 837.991.000,00 | 837.991.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 18.028.000,00 18.028.000,00 19.010.000,00 19.010.000,00
Alokasi Dana Desa 617.942.000,00 | 617.942.000,00 | 615.142.000,00 | 615.142.000,00
Pendapatan lain — lain 800.000,00 800.000,00 3.922.648,00 6.637.011,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.371.750.028,00 | 1.372.133.058,00 | 1.476.065.648,00 | 1.478.780.011,00
BELANJA
gfe‘iaa”g Penyelenggaraan Pemerintahan | 5, gg0 000,00 | 341.880.000,00 | 555.797.414,00 | 499.463.656,00
g'edszng Pelaksanaan  Pembangunan | 65 191 54450 | 347.189.138,00 |  685.674.000,00 |  675.673.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat - - 157.601.750,50 133.475.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 641.678.783,50 641.678.783,50 99.000.000,00 81.265.00,00
Bidang  Penanggulangan  Bencana ) ) } )
Darurat dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA 1.351.750.028,00 | 1.330.747.921,50 | 1.498.073.164,50 | 1.389.876.656,00
SURPLUS/(DEFISIT) 20.000.000,00 41.385.136,50 | (22.007.516,50) 22.007.516,50
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan - - 22.007.516,50 88.903.355,00
Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (20.000.000,00) 20.000.000,00 22.007.516,50 22.007.516,50
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 21.385.136,50 0,00 | 110.910.871,50
Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Sekoci
Tahun 2020 dan 2021
Uraian 2020 2021
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah - - - -
Pendapatan Transfer 1.420.734.000,00 | 1.420.734.000,00 | 1.438.727.00,00 | 1.438.727.000,00
Dana Desa 851.844.00,00 | 851.844.000,00 | 873.003.000,00 | 837.003.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 18.970.000,00 18.970.000,00 21.130.000,00 21.130.000,00
Alokasi Dana Desa 549.920.000,00 | 549.920.000,00 | 544.594.000,00 | 544.594.000,00
Pendapatan lain — lain 19.200.543,00 23.754.133,00 0,00 3.580.037,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.439.934.543,00 | 1.444.488.133,00 | 1.438.727.000,00 | 1.442.307.037,00
BELANJA
g'edszng Penyelenggaraan Pemerintahan | 70g o565 91950 | 682.139.744,00 | 578.719.44150 | 570.555.534,00
g:’sz”g Pelaksanaan  Pembangunan | e, 73360000 | 464.733.600,00 | 449.489.760,00 | 445:838.640,00
Bidang Pembinaan Masyarakat 82.528.000,00 81.028.000,00 174.803.000,00 166.089.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 86.000.000,00 61.000.000,00 | 127.010.150,50 87.007.000,00
Bidang ~Penanggulangan  Bencana | 57 30694000 | 201.290.000,00 | 177.840.240,00 |  177.840.000,00
Darurat dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA 1.549.518.459,50 | 1.490.191.344,00 | 1.507.862.592,00 | 1.447.330.174,00
SURPLUS/(DEFISIT) (109.583.916,50) | (45.703.211,00) | (69.135.592,00) (5.023.137,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 109.583.916,50 | 109.583.916,50 69.135.592,00 69.135.592,00
Pengeluaran Pembiayaan - - - -
PEMBIAYAAN NETTC 109.583.916,50 | 109.583.916,50 69.135.592,00 69.135.592,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0.00 63.880.705,50 000 64.112.455.00




Tabel 4.3

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Sekoci

Tahun 2022
Uraian 2022
Anggaran Realisasi
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah - -
Pendapatan Transfer 1.453.468.000,00 | 1.453.468.000,00
Dana Desa 898.136.000,00 898.136.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 21.259.000,00 21.259.000,00
Alokasi Dana Desa 534.073.000,00 534.073.000,00
Pendapatan lain — lain 54.398.864,00 56.711.620,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.507.866.864,00 | 1.510.179.620,00
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 621.075.944,50 619.430.436,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 342.825.400,00 342.815.940,00
Bidang Pembinaan Masyarakat 124.461.974,50 124.454.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 47.000.000,00 46.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa 436.616.000,00 436.616.000,00
JUMLAH BELANJA 1.571.979.319,00 | 1.569.816.376,00
SURPLUS/(DEFISIT) (64.112.455,00) (59.636.756,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 64.112.455,00 64.112.455,00
Pengeluaran Pembiayaan - -
PEMBIAYAAN NETTC 64.112.455,00 64.112.455,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 4.475.699,00
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Pada tabel Laporan Realisasi Anggaran di atas menjelaskan bahwa
Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Sekoci meliputi Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan. Pendapatan Kantor Desa Sekoci dari tahun 2018 sampai dengan
tahun 2022 mengalami peningkatan baik dari segi yang di anggarkan maupun

yang terealisasi. Pendapatan Kantor Desa Sekoci berasal dari tiga sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan asli desa merupakan pendapatan dari optimalisasi potensi
desa. Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat (1)
menjelaskan bahwa pendapatan asli desa dapat bersumber hasil usaha, hasil
aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli

Desa.
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2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas:
a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah Kelompok
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan
dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari
pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan
yang berlokasi di desa.
Sedangkan Belanja Kantor Desa Sekoci tahun 2018 sampai 2022 juga
mengalami peningkatan baik yang di anggarkan maupun yang terealisasi. Belanja

Kantor Desa Sekoci terdiri dari :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
Pemerintahan Desa
b. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan

e. pertanahan.



2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

Pendidikan

Kesehatan

pekerjaan umum dan penataan ruang
kawasan permukiman

kehutanan dan lingkungan hidup
perhubungan, komunikasi dan informatika
energi dan sumber daya mineral

pariwisata.

3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain:

ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat
kebudayaan dan kegamaan
kepemudaan dan olah raga

kelembagaan masyarakat.

4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:

a.

b.

kelautan dan perikanan

pertanian dan peternakan

peningkatan kapasitas aparatur Desa

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

dukungan penanaman modal

perdagangan dan perindustrian.
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5. Belanja Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Desa.

a. penanggulangan bencana

b. keadaan darurat

c. keadaan mendesak.

Pembiayaan bersih Kantor Desa Sekoci dari tahun 2018 mengalami minus
hal ini di sebabkan karena pengeluaran daerah lebih besar di bandingkan
pendapatan daerah, sedangkan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 pembiayaan
bersih baik karena pendapatan daerah lebih besar di bandingkan dengan

pengeluaran daerah. Pembiayaan Kantor Desa Sekoci meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan
Kekayaan Desa yang Dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan meliputi Pembentukan Dana Cadangan dan
Penyertaan Modal.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Kantor Desa Sekoci tahun 2018
sampai 2022 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya yang mana
di sebabkan karena selisih antara surplus (pendapatan daerah lebih besar di

bandingkan belanja daerah) lebih besar di bandingkan dengan pembiayaan bersih.

4.1.3 Analisis Data
1. Rasio Ekonomis
Untuk mengukur tingkat Ekonomis Kantor Desa Sekoci
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, penelitian ini menggunakan

rumus sebagai berikut:



Rasio Ekonomis

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

_ Realisasi Biaya

_1.330.747.921,50

a Anggaran Biaya

"~ 1.351.750.028,00

_ 1.389.876.656,00

"~ 1.498.073.164,50

_1.490.191.344,00

"~ 1.549.518.459,50

_1.447.330.174,00

~ 1.507.862.592,00

_1.569.816.376,00

"~ 1.571.979.319,00

Tabel 4.4

Rasio Ekonomis
Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

X 100%

X 100% = 98,44%

X 100% = 92,77%

X 100% = 96,17%

X 100% = 95,98%

X 100% = 99,86%

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Rasio Ekonomis
2018 1.351.750.028,00 1.330.747.921,50 98,44%
2019 1.498.073.164,50 1.389.876.656,00 92.77%
2020 1.549.518.459,50 1.490.191.344,00 96,17%
2021 1.507.862.592,00 1.447.330.174,00 95,98%
2022 1.571.979.319,00 1.569.816.376,00 99,86%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun 2018 — 2022 ( yang diolah tahun 2023)

Berdasarkan tabel 4.1, maka untuk rasio ekonomis Kantor Desa
Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat pada tahun 2018 sampai
dengan 2022 dengan rasio ekonomis masing-masing sebesar 98,44%;

92,77%, 96,17%, 95,98% dan 99,86% termasuk dalam kategori ekonomis

karena berada antara 90% sampai 100%.
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Dapat dilihat bahwa Rasio ekonomis pada Kantor Desa Sekoci
untuk tahun 2018 sampai tahun 2022 terus mengalami perubahan atau bisa
dibilang mengalami peningkatan dan penurunan. Walaupun pernah
mengalami penurunan tingkat ekonomis, Kantor Desa Sekoci tetap mampu
melakukan penghematan belanja setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari
laporan realisasi anggaran bahwa setiap tahunnya anggaran belanja Kantor
Desa Sekoci yang telah ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Kantor Desa Sekoci telah memenuhi
syarat ekonomis. Dengan dilakukannya analisis rasio ekonomis dapat
diketahui seberapa besar tingkat ekonomis dengan membandingkan
realisasi belanja Kantor Desa Sekoci terhadap anggaran belanja yang telah
ditetapkan sebelumnya.

. Rasio Efisiensi

Untuk mengukur tingkat Efisiensi Kantor Desa Sekoci Kecamatan

Besitang Kabupaten Langkat, penelitian ini menggunakan rumus sebagai

berikut:

. .. ] Realisasi Biaya
Rasio Efisiensi = Y X 100%

" Realisasi Pendapatan

_1.330.747.921,50

Tahun 2018 = X 100% = 96,98%
1.372.133.058,00

Tahun 2019 _ 1:389876.656.00  100% = 93,98%
1.478.780.011,00

Tahun 2020 - 149019134400+ 100% = 103%
1.444.488.133,00

Tahun 2021 - 144733017400 100% = 100%

"~ 1.442.307.037,00
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_ 1.569.816.376,00
"~ 1.510.179.620,00

Tahun 2022 X 100% = 103%

Tabel 4.5
Rasio Efisiensi
Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Tahun Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Rasio Efisiensi
2018 1.372.133.058,00 1.330.747.921,50 96,38%
2019 1.478.780.011,00 1.389.876.656,00 93,98%
2020 1.444.488.133,00 1.490.191.344,00 103%
2021 1.442.307.037,00 1.447.330.174,00 100%
2022 1.510.179.620,00 1.569.816.376,00 103%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2018 — 2022 ( yang diolah tahun 2023)

Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat dilihat rasio efisiensi Kantor
Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat pada tahun 2018,
tahun 2019, dan tahun 2021 berada dikategori kurang efisien karena
berada antara 90% sampai 100%. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun
2022 berada dikategori tidak efisien karena hasil perhitungan
menunjukkan angka diatas 100%.

Hal ini berarti Kantor Desa Sekoci dinilai tidak efisien dalam
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan.
Walaupun Kantor Desa Sekoci mampu menghasilkan pendapatan melebihi
anggaran yang ditetapkan dan mampu melakukan penghematan belanja.
Keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang
dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar

daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.



3. Rasio Efektivitas

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, penelitian ini menggunakan

Untuk mengukur

rumus sebagai berikut:

Rasio Efektivitas =

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

_ Realisasi Pendapatan

tingkat Efektivitas

Target Pendapatan

_1.372.133.058,00

"~ 1.371.750.028,00

_1.478.780.011,00

"~ 1.476.065.648,00

_1.444.488.133,00

"~ 1.439.934.543,00

_1.442.307.037,00

"~ 1.438.727.000,00

_1.510.179.620,00

"~ 1.507.866.864,00

Tabel 4.6

Rasio Efektivitas
Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Kantor

X 100%

X 100% = 100%

X 100% = 100%

X 100% = 100%

X 100% = 100%

X 100% = 100%

Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas
2018 1.371.750.028,00 1.372.133.058,00 100%
2019 1.476.065.648,00 1.478.780.011,00 100%
2020 1.439.934.543,00 1.444.488.133,00 100%
2021 1.438.727.000,00 1.442.307.037,00 100%
2022 1.507.866.864,00 1.510.179.620,00 100%
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun 2018 — 2022 ( yang diolah tahun 2023)

Desa Sekoci
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Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat rasio efektivitas kinerja
keuangan Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
selama 5 tahun dimulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, rasio
efektivitasnya stabil karena sebesar 100% dari tahun ke tahun, dan
termasuk dalam kategori efektiv karena berada diantara 90% sampai
100%. Hal ini berarti Kantor Desa Sekoci mampu melebihi dan mendekati
target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin sedikit sisa anggaran
maka Kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak
maka kinerja suatu instansi kurang baik, karena rencana kerja yang
dilakukan kurang maksimal.
4.2 Pembahasan

Salah satu pengukuran kinerja keuangan yang dilihat dari laporan
keuangan adalah melakukan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan
metode analisis Value for Money (VFM). Value for Money dapat digunakan
sebagai penilaian kinerja yang berfokus pada Anggaran Kkinerja keuangan.
Penilian kinerja keuangan menggunakan Value for Money yang terjadi pada
Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya Defisit dalam laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Sekoci :
Defisit adalah suatu keadaan keuangan pada suatu organisasi, dimana
pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Hyman (2005),
mendefinisikan defisit anggaran pemerintah adalah kelebihan pengeluaran

pemerintah dari penerimaan pemerintah yang berupa pajak, fee, dan pungutan
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retribusi yang diperoleh pemerintah.

Pada tahun 2019 — 2022 terjadinya Defisit dalam laporan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Sekoci. Defisit bisa
mengganggu kinerja keuangan desa, karena jika suatu desa mengalami defisit
maka desa tersebut akan mengalami masalah keuangan. Defisit pada Kantor
Desa Sekoci disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah dalam
rangka mempercepat pembangunan, dimana diperlukan investasi yang besar
dan dana yang besar pula. Menurut Mardiasmo (2014) menyatakan bahwa
jumlah pendapatan daerah yang melebihi dari jumlah belanja daerah
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah baik, sebaliknya bila jumlah
belanja daerah yang melebihi dari jumlah pendapatan daerah menunjukkan
bahwa kinerja pemerintah daerah tidak baik. Terjadinya ketidaksesuaian
antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja ini  membuat
pengelolaan dana desa tidak efisien.

Menurut Kementerian Keuangan Untuk mengatasi terjadinya defisit
dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebaiknya
Desa dapat mengelola dana desa dengan baik, mengurangi pengeluaran dan
menambah pemasukan. Dan untuk menutupi defisit yang terjadi pada Kantor
Desa Sekoci ini maka Kantor Desa Sekoci menggunakan beberapa cara yaitu:
Menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggara sebelumnya
(SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian

pinjaman dan Penerimaan piutang daerah.
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2. Penyebab terjadinya peningkatan dan penurunan dalam Rasio
Ekonomis :

Persentase Ekonomis Keuangan Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat pada tahun 2018 — 2022 mengalami perubahan atau bisa
dibilang mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, Hal ini
terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja desa setiap tahunnya. Melalui
analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja dana
desa terhadap target yang telah ditentukan oleh pemerintah desa Sekoci yang
seharusnya dicapai oleh periode tertentu.

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup
pengelolaan secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat dalam
penggunaannya. Dengan semakin besar presentase ekonomis maka Kinerja
keuangan akan semakin baik (Mahsun 2016).

3. Penyebab menurunnya Efisiensi pada Kantor Desa Sekoci :

Untuk tingkat Efisiensi Keuangan Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat pada tahun 2018 sampai 2019 kurang efisien atau berada
dibawah 100%. Namun dari data tabel diatas juga menunjukan pada tahun
2020 sampai 2022 pemerintah daerah mengalami peningkatan persentase
pada rasio efisien, terutama pada tahun 2020 dan 2022 yang mengalami
peningkatan yang signifikan. Peningkatan yang terjadi untuk rasio efisiensi
terjadi dikarenakan besar nya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh
Kantor Desa Sekoci dibandingkan dengan pendapatan desa. Hal ini tidak baik
bagi Pemerintah.

Dengan meningkatnya persentase pada rasio efisiensi menunjukkan
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bahwa kinerja Kantor Desa Sekoci mengalami penurunan efisiensi karena
Kantor Desa Sekoci tidak mampu dalam meminimalkan belanja desa yang
dikeluarkan. Karena Semakin kecil efisien berarti kinerja pemerintah daerah
semakin baik (Mardiasmo, 2009:112).
. Kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci jika diukur menggunakan metode
Value for Money :

Kinerja Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
yang diukur dengan metode value for money dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis

99,86%
98,44%

96,17%

92,77%

2018 2019 2020 2021 2022

=¢=—PRasio Ekonomis

Gambar 4.1 Grafik Rasio Ekonomis

Dilihat dari grafik diatas menunjukan bahwa rasio ekonomis
Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat pada tahun
2018 adalah sebesar 98,44% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis
karena berada diantara 90% sampai dengan 100%. Pada tahun 2019 rasio
ekonomis sebesar 92,77% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis
karena berada diantara 90% sampai dengan 100%, Hal ini menunjukkan
bahwa rasio ekonomis di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar

5,67% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 96,17%
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sehingga termasuk katagori karena berada diantara 90% sampai dengan
100%, hal ini menunjukan bahwa rasio ekonomis pada tahun 2020
mengalami kenaikan kembali sebasar 3,4% dari tahun 2019. Pada tahun
2021 rasio ekonomis sebesar 95,98% sehingga termasuk dalam katagori
ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%, Hal ini
menunjukkan bahwa rasio ekonomis mengalami penurunan kembali pada
tahun 2021 sebesar 0,19% dari tahun 2022. Dan pada tahun 2022 rasio
ekonomis sebesar 99,86% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis
karena berada diantara 90% sampai dengan 100%, yang mana rasio
ekonomis pada akhirnya mengalami kenaikan kembali sebesar 3,88%
dari tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa rasio
ekonomis Kantor Desa Sekoci pada tahun 2018 sampai dengan 2022
mengalami perubahan dari tahun ke tahun atau bisa dibilang mengalami
peningkatan dan penurunan dalam rasio ekonomisnya.

2) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi
103% 103%
96,98% 100%
93,98%
2018 2019 2020 2021 2022
== Rasio Efisiensi

Gambar 4.2 Grafik Rasio Efisiensi
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Dapat dilihat dari grafik diatas menunjukan bahwa rasio efisiensi
Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tahun 2018
sebesar 96,98% sehingga berada dalam kategori kurang efisien karena
berada diantara 90% sampai dengan 100%. Pada tahun 2019 rasio
efisiensi sebesar 93,98% sehingga berada dalam kategori kurang efisien
karena berada diantara 90% sampai dengan 100%, hal ini menunjukkan
bahwa rasio efisiensi pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun
2018 namun masih belum merubah kategori menjadi lebih baik. Dan
tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio ekonomis sebesar 103%, 100% dan
103% sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena berada diatas
100%, yang mana tingkat efisiensi mengalami penurunan yang signifikan
dari tahun sebelumnya.

Peningkatan persentase pada Rasio Efisiensi ini berarti terjadi
penurunan efisiensi pada Kantor Desa Sekoci, Begitu pula sebaliknya.
Karena Semakin kecil efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin
baik (Mardiasmo, 2009:112).

3) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas

100% 100% 100% 100% 100%
L ¢ ¢ ¢ ¢
2018 2019 2020 2021 2022

== Rasio Efektivitas

Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas
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Dapat dilihat dari grafik diatas menunjukan bahwa rasio
efektivitas Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
selama 5 tahun dimulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar
100% sehingga berada dalam katagori efektiv karena berada antara 90%
sampai dengan 100%. Hal ini berarti rasio efektivitas pada Kantor Desa
Sekoci dalam keadaan stabil karena tidak ada penurunan dan penaikan
selama 5 tahun dan tetap berada pada persentase 100%.

Berdasarkan penelitian olenh Debby Tamara Enre (2020) tentang
Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota
Medan (Periode 2014-2018) menyatakan cara yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan rasio value for money agar kedepannya dapat memenuhi
kriteria adalah:

a. Rasio Ekonomi yang tidak memenuhi kriteria, agar memaksimalkan
penggunaan biaya untuk belanja modal, karena dana yang dikeluarkan
untuk belanja modal masih terlalu jauh dari anggaran yang diberikan oleh
pemerintah pusat dan dianggap belum maksimal dalam pelayanan
masyarakat. Ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga
pengelolaan secara berhati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan.

b. Rasio Efisiensi yang tidak memenuhi kriteria efisien, agar menekankan
biaya untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai dan
meningkatkan belanja modal agar kualitas masyarakat seimbang dengan
belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Proses kegiatan operasional
dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu

dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-
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rendahnya (spending well).

Rasio Efektivitas yang tidak memenuhi kriteria efektif, berusaha
semaksimal mungkin didalam meningkatkan pendapatan daerah
khususnya pendapatan asli daerah dengan baik melalui pajak maupun
retribusi, sehingga hasil yang dicapai lebih kecil dari target yang telah
ditetapkan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu
organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil
mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan

efektif.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan menggunakan metode value for
money periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kantor Desa Sekoci mengalami defisit dalam laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja desa pada tahun 2019-2022. Defisit dapat
mengganggu kinerja keungan desa dikarenakan defisit terjadi bila jumlah
pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Untuk mengatasi terjadinya
defisit Desa Sekoci sebaiknya dapat mengelola dana desa dengan baik,
mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan. Dari hal ini dapat
diartikan bahwa pengelolaan dana desa belum maksimal sehingga masih
terjadi defisit pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Kinerja keuangan Pemerintah Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat yang diukur dari rasio ekonomis untuk tahun 2018 — 2022
mengalami penurunan dan peningkatan, tetapi menunjukan kondisi yang
cukup baik dan termasuk kedalam katagori ekonomis. Hal ini menunjukan
bahwa Kantor Desa Sekoci telah mampu melakukan penghematan belanja
setiap tahunnya, ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwa setiap
tahunnya anggaran belanja Kantor Desa Sekoci yang telah ditetapkan tidak

habis terpakai saat realisasi.
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Pada rasio efisiensi Pemerintah Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat mengalami peningkatan persentase rasio efisiensi, dan
termasuk dalam katagori kurang efisien. Peningkatan persentase pada Rasio
Efisiensi ini berarti terjadi penurunan efisiensi pada Kantor Desa Sekoci.
Penyebab menurunnya efisiensi Kantor Desa Sekoci dikarenakan besar nya
jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekoci
dibandingkan dengan pendapatan desa. Dan hal ini tidak baik bagi
Pemerintah.

Pada rasio efektivitas Pemerintah Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat pada tahun 2018 sampai tahun 2022 berada pada katagori
sudah efektif dan stabil. Hal ini beararti Kantor Desa Sekoci mampu melebihi
dan mendekati target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin sedikit sisa
anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran
banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik, karena rencana kerja yang
dilakukan kurang maksimal.

Saran

. Bagi Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Diharapkan untuk mengurangi belanja semaksimal mungkin dan
meningkatkan pendapatan. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya
defisit.

Dan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja yang ekonomis,
efisien, dan efektivitas disarankan pada Kantor Desa Sekoci agar dalam
pengelolaan dana desa lebih diperbaiki dan senantiasa menerapkan tertib dan

disiplin anggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan yang ada pada
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Kantor Desa Sekoci.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa Kinerja

keuangan pemerintah desa. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang
lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan desa yang
sebenarnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Dalam menilai kinerja keuangan desa hanya menggunakan satu metode yaitu
metode value for money.

2. Dalam mengukur kinerja keuangan hanya menggunakan laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama 5 tahun.
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